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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, bahwa Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rowokele Kabupaten 

Kebumen Tahun 2025 telah berhasil kami susun . 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini 

merupakan Kewajiban untuk Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan 

kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan 

serta sasaran mengacu pada Rencana setrategis (Renstra) Kecamatan 

Rowokele juga telah disinergikan dengan materi laporan Pertanggungjawaban 

Bupati  Kebumen Tahun 2025. Data-Data yang disajikan menggambarkan 

capaian kinerja yang ada di kecamatan Rowokele 2025. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini susun berdasarkan 

obyektivitas dan validasi data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-

prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan  mampu mendorong 

terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat 

diselesaikannya Evaluasi Kinerja ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I      
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PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 
 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang 

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan 

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas 

pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (Good Governance) 

dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang 

tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih 

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi 

responsibilatas manajerial pada setiap lingkungan organisasi yang bertujuan 

untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang ada. Masing-masing 

pejabat struktural dan staf dibawahnya bertanggungjawab atas pelaksanaan 

kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-

masing. Konsep ini membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan 

kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan 

yang nyata dan dapat dikendalikan oleh seseorang atau satu pihak yang diberi 

tugas. Dalam konsep ini terkandung perencanaan, pelaksanaan dan tingkat 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dapat dinilai oleh pihak berwenang. 

Sedangkan kegiatan yang tidak terkendali merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan akan tetapi masih dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung 

jawaban secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas 

tersebut merupakan perwujudan dari kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme, dan di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka 

Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen diwajibkan untuk menyusun 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP sebagai 

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari 

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan 

sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

Penyusunan LKjIP harus mengikuti  prinsip-prinsip pelaporan pada 

umumnya yaitu laporan harus dibuat secara jujur, obyektif, akurat dan 

transparan. Di samping itu pelaporan harus memperhatikan : 

1. Prinsip lingkungan pertanggungjawaban yaitu hal-hal yang dilaporkan 

harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab 

masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun 

keberhasilan. 

2. Prinsip Prioritas yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan 

relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban Instansi 

Instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut. 

3. Prinsip Manfaat yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari biaya 

penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan 

kinerja Instansi yang bersangkutan. 
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Dalam hubungan   ini juga perlu   diperhatikan ciri-ciri 

pelaporan  yang  baik seperti  relevan, tepat waktu, dapat dipercaya 

/diandalkan, mudah dipahami (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik 

( tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi 

(reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti 

standa laporan  yang ditetapkan. 

 
B. Gambaran Umum Kecamatan 

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dengan landasan 

hukum tersebut maka terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

07 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata  Kerja Kecamatan dan Kelurahan. 

Adapun Perbub Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susuna 

organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata kerja Kecamatan, Susunan 

Organisasi Kecamatan terdiri dari: 

1. Camat; 

2. Sekretaris Kecamatan; 

3. Sekretariat, Terdiri Atas: 

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

b. Subbagian umum dan Kepegawaian. 

4. Seksi Tata Pemerintahan; 

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

7. Seksi  Pelayanan Umum dan Kesejahtteraan Sosial; 

8. Kelompok  Fungsional umum.  
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Gambar 1.1 
 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ROWOKELE 
 
 

 
 

Sedangkan Kedudukan Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat 

sebagai perangkat Daerah yang dipimpim oleh Camat, Camat berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Drs. AMIR MAKSUD 
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       WAWAN SUJAKA, S.STP 
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C. Tugas pokok dan Fungsi 

1.  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pasal 4 angka (2) Camat 

mempunyai tugas pokok meyelenggarakan tugas umum pemerintahan 

meliputi : 

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

e. mengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat 

Kecamatan; 

f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan 

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau 

Kelurahan. 

2.  Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen tentang Rincian Tugas Pokok, 

Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan pasal 2 angka (1) dan Peraturan Bupati 

Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan wewenang Bupati 

Kebumen kepada Camat Pasal 2 angka (1) Camat mempunyai tugas untuk 

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek : 

perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, 

penetapan, dan penyelenggaraan. 

 
D. Susunan Kepegawaian 

 
Aparatur Pemerintah Kecamatan Rowokele pada tahun 2025 ini 

berjumlah 19 orang yang terdiri dari Pejabat struktural sebanyak 8 orang dan 

staf sebanyak 9 orang. Adapun susunan kepegawaian di Kantor Kecamatan 

Rowokele sebagaimana Tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.1 

Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Rowokele 

 

No Jabatan Jumlah 

1. Camat 1 Orang 

2. Sekretaris Camat 1 Orang 

3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan 1 Orang 

4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 1 Orang 

5. Kasi Tata Pemerintahan 1 Orang 

6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 1 Orang 

7. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 1 Orang 

8. Kasi Pelayanan Umum dan kesejahteraan 
Sosial 

1 Orang 

 Perencana Ahli Pertama 1 Orang  

9. Verifikator Keuangan             1 Orang 

10. Pengadministrasi Umum 6 Orang 

11. PPPK 3 Orang 

11. PPPK Paruh Waktu 3 Orang 

 Jumlah 22 Orang 

Keterangan : 

Adapun Jumlah Pegawai menurut golongan pangkat sebagaimana 

tercantum dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 1.2 

Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan Kepangkatan 

 

No Pangkat Golongan/Ruang Jumlah 

1. Pembina TK.1 IV/ b 1 Orang 

2. Penata Tingkat I III/d 4 Orang 

3. Penata III/c 2 Orang 

4. Penata Muda Tk.I III/b 2 Orang 

5. Penata Muda III/a 1 Orang 

5. Pengatur Tingkat I II/d 2 Orang 

6. Pengatur II/c 4 Orang 

8. PPPK Ahli Pertama Kelas 9 1 Orang 

9. PPPK Terampil Kelas 7 1 Orang 

 PPPK Administrasi 
Perkantoran 

Kelas 5 1 Orang 

9. PPPK Operator Layanan 
Operasional 

- 3 Orang 

 Jumlah  22 Orang 

               Sumber: Kecamatan Rowokele  2025 
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E. Issue Strategis 
 

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan 

Rowokele dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi 

perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. 

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan 

permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga 

arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu 

diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah 

pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. 

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi 

diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance 

and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan 

daerah. Berkaitan dengan isu- isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi 

Kecamatan Rowokele pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan 

permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Kebumen. 

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Rowokele 

terhadap pelayanan publik yang mudah, cepat dan dapat terjangkau serta 

memiliki kualitas pelayanan yang prima ; 

2. Meningkatnya kebutuhan pembinaan administrasi di tingkat desa terkait 

dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

3. Meningkatnya kebutuhan instansi Pemerintah akan aparatur yang memiliki 

kualifikasi memadai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat. 

4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di 

Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. 

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara 

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam 

Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & 

Kegiatan. Untuk mewujudkan Hal tersebut maka Kecamatan Rowokele 

menetapkan : 
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1. Visi 

“Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera - Berbudaya“ 

2. Misi 

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, 

ngayomi dan Ngayemi. 

3. Strategi dan Kebijakan 

a. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan 

desa dari aspek kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan 

Kecamatan serta Keuangan Desa dalam rangka pelayanan publik yang 

prima dengan sasaran antara lain: 

1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan; 

2) Meningkatnya kemudahan akses informasi publik; 

3) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan  dan kualitas 

pelayanan publik; 

4) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan Kecamatan dan 

Desa; 

5) Meningkatnya partisipasi masyarakat; 

6) Semakin mantapnya sistem perencanaan Kecamatan dan Desa; 

7) Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam 

menghadapi bencana. 

b.  Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti 

peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur Kecamatan Rowokele, 

antara lain : 

1) Penambahan tenaga dengan meminta ke BKD Kabupaten 

Kebumen. 

2) Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal 

maupun non formal. 
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3) Mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur 

pemerintah desa 

c.Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan 

yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun 

sarana dan prasaran yang menunjang dalam pelayanan di Kecamatan 

Rowokele. diantaranya adalah dengan : 

1) Meningkatkan service sarana prasarana kantor 

2) Mengadakan sarana dan parasarana kantor yang baru 

d.Meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, 

tepat, transparan dan Mudah bagi masyarakat.dengan cara : 

1) Meningkatkan disiplin pegawai 

2) Meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai 

e.  Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat 

menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup 

masyarakat Kecamatan Rowokele yaitu dengan cara : 

1) Mengadakan pelatihan bagi Linmas/Hansip. 

2) Mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai. 
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MATRIK TINDAK LANJUT AKIP INTERNAL 
KECAMATAN ROWOKELE 

TAHUN 2025 
 

No

. 

Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut Keterangan 

1. Mempublikasikan 
pengukuran kinerja 
tahun 2024 diupload 
pada aplikasi 
https://semarak.kebu
men 
Kab.go.id/ dan 
https://esr.menpan.go
.id/; 

Mempublikasikan 
pengukuran kinerja 
tahun 2024 diupload 
pada aplikasi 
https://semarak.kebu
men 
Kab.go.id/ dan 
https://esr.menpan.go
.id/; 

Mempublikasika
n Pengukuran 
kinerja  tahun 
2024 diuplod di 
aplikasi tsb 
 

Sudah dilakukan 
secara rutin 
https://semarak.keb
umen 

2. Penyusunan 
Mekanisme dan 
prosedur 
pengumpulan data 
kinerja utama belum 
adanya SOP  

Menyusun 
Mekanisme dan 
prosedur 
pengumpulan data 
jinerja utama (IKM) 
dalam bentuk SOP 
secara Spesifik , 
sehingga didapatkan 
data yang valid dan 
akuntable  

Membuat SOP 
Penyusunan 
Data IKM 

file:///G:/2026/SOP/
SK%20dan%20SOP
%20Pelayanan%20
Kecamatan%20Row
okele.pdf 

 
3. 

Pelaksanaan 
pengukuran kinerja 
secara berkala  yang 
membandingkan 
realisasi kinerja 
dengan sasaran 
target untuk 
diadakan. 

Melaksanakan 
pengukuran kinerja 
secara berkala 
(triwulanan) yang 
membandingkan 
realisasi kinerja 
dengan sasaran 
(Target) kinerja yang 
dicantumkan dalan 
lembar/ dokumen, 
serta melakukan 
identifikasi atas factor 
keberhasilan/ 
permasalahan dan 
Solusi yang akan 
dilakukan dalam 
Upaya mencapai 
kinerja agar tetap on 
the track. 

Pempublikasian 
pengukuran 
Kinerja secara 
Berkala di 
aplikasi Simpel 
dan Esr.menpan 

https://esr.menpan.g
o.id/index.php/docs/
monev_renaksi 

4. Laporan Kinerja 
(LKjIP) Tahun 2024 
BAB IV belum 
Optimal dikarenakan 
belum Menyajikan 
Langkah strategi di 
masa mendatang 
berdasarkan 
hambatan atau 
kendala dalam 
pelaksanaan kinerja 
tahun sebelumnya 
/evaluasi berjalan 

Memperbaiki Laporan 
Kinerja (LKjIP) Tahun 
2024 BAB IV dengan 
Menyajikan Langkah 
strategi di masa 
mendatang 
berdasarkan 
hambatan atau 
kendala dalam 
pelaksanaan kinerja 
tahun sebelumnya 
/evaluasi berjalan 

Pempublikasian 
Laporan Kinerja 
secara Berkala 
di aplikasi 
Simpel dan 
Esr.menpan 

https://esr.menpan.g
o.id/index.php/docs/l
k 

 

https://semarak.kebumen/
https://semarak.kebumen/
https://semarak.kebumen/
https://semarak.kebumen/
https://semarak.kebumen/
https://semarak.kebumen/
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BAB II 

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 
 

A. Rencana Kinerja. 

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui 

berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring 

dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan 

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam 

Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh 

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. 

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang 

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan  Indikator Kinerja Sasaran, dan 

Rencana Capaiannya : Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja 

dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah 

ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada 

perkiraan yang realistis  dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 disajikan tersendiri dan merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari LKjIP Tahun 2025 ini. 

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan 

Rowokele Tahun 2025 sebagai berikut : 

A. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 

Kota 

1. Perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  

b. Evaluasi   Kinerja  perangkat Daerah  

2. Administrasi Keuangan  

a. Penyediaan gaji Dan tunjangan ASN 
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b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi 

keuangan SKPD 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan 

Bangunan Kantor  

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

c. Penyediaan Barang Cetakan Dan penggandaan  

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang- undangan  

e. Penyediaan Bahan / material 

f. Penyediaan Rapat  Koordinasi dan konsultasi SKPD 

g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah 

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

bangunan Lainnya 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

kantor atau Bangunan Lainnya 

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Penyediaan Surat Menyurat  

b. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik 

c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

a. Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak 

dan perizinan kendaraan Dinas operasional / lapangan. 

b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 

c. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan 

lainnya 

B. Program Pemyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik 

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada 

Camat 

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan 

NonPerizinan 
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C. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai 

penugasan Kepala Daerah 

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan 

nasional dalam rangka memantapkan pengamalan 

pancasila pelaksanaan undang- undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka 

Tunggal Ika serta Pemerintahan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. 

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa. 

b. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

dengan Pembangunan Desa. 

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban 

Umum 

d. Fasilitasi  Penyusunan Perencanaan Pembangunan 

Partisipatif 

e. Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan 

Pemberdaya Masyarakat 

f. Koordinasi Pendampingan Desa Di wilayahnya 
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B. Pejanjian Kinerja Tahun 2025 

 
Tabel 2.1 

Pengukuran Kinerja Sasaran Kecamatan Rowokele Tahun 2025 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 

 Tujuan:  
 

1. Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik  

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 
Pelayanan Publik  

88.00 
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  Sasaran:  
 

1. Meningkatnya Pelayanan 

Publik oleh Kecamatan 

Rowokele 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

88.00 

 

 

No. Program Anggaran 
Sebelum 

Perubahan 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Bertambah 
(berkurang) 

1 
Program penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerha 
Kabupaten/ Kota 

2.205.913.000,- 2.351.199.000,- 145.286.000 

2 
Program penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

1.069.643.000,- 10.319.000,- (1.059.324.000,-) 

3 
Program penyelenggaraan 
Urusan pemerintahan 
Umum 

20.655.000,- 20.283.000,- (372.000,-) 

4. 
Program 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintah Desa 

94.451.000,- 77.770.000,- (16.681.000,-) 

 Jumlah  3.390.662.000,- 2.459.571.000,- (931.091.000,-) 

         Sumber: Kecamatan Rowokele 2025 
 
 
 
 
 
 
 
     Tabel.2.2 
 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele  

NO Indikator 

Target IKM SKPD 

 

Realisasi Capaian  

 

Tahun 

2022 

 

Tahun 

2023 

  

Tahun 

2024 

  

Tahun 

2025 

 

Tahun 

2022 

 

Tahun 

2023 

 

Tahun 

2024 

 

Tahun 

2025 

 

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
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NO Indikator 

Target IKM SKPD 

 

Realisasi Capaian  

 

Tahun 

2022 

 

Tahun 

2023 

  

Tahun 

2024 

  

Tahun 

2025 

 

Tahun 

2022 

 

Tahun 

2023 

 

Tahun 

2024 

 

Tahun 

2025 

 

1 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
85.00 86.00 87.00 88,00 86,86 87,19 93,28 92,32 

2. 

IndeksKepuasan 

Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Publik 

Oleh Kecamatan 

85.00 86.00 87.00 88,00 86,86 87,19 93,28 92,32 

Sumber : Kecamatan Rowokele 2025 
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BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen merupakan 

perwujudan dari kewajiban Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Rowokele 

Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang 

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan 

evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis 

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta 

langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan 

tersebut. 

 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka 

mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat 

dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran 

dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, 

karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan. 

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah 

ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. 

Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Rowokele  Kabupaten Kebumen 

untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. 

Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan 

realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang 

timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja 

di masa datang. 

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat 

waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi 
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pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang 

sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta 

efisiensi dan efektivitasnya.  

Pengukuran kinerja ini mencakup : 

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari 

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan  

2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat 

capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.  

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung 

didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian 

indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, 

misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya; 

b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non 

fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan 

masukan yang digunakan; 

c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 

kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh 

setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat; 

d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan 

langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses 

oleh publik; 

e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau 

kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu 

kegiatan. 

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator input, 

output dan outcome. Untuk indikator kinerja benefit dan impact telah diidentifikasi 

namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP 

Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat 

diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu 

program/kegiatan. 
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Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu 

dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran 

tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi 

suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil 

hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja. 

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro 

diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu: 

 

N

o 

Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 Lebih dari 100% Baik Sekali (BS) 

2 Lebih dari 85% sd. 100% Baik (B) 

3 Lebih dari 65 % sd. 85% Cukup (C) 

4 Lebih dari 50% s.d 60 % Kurang (K) 

5 Kurang  dari 50 % Sangat Kurang (SK) 

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 

2025 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun 

selengkapnya tingkat capaian  kinerja  sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 

No Sasaran Indikator Sasaran Target  Realisasi 
% 

Capaian 
Kinerja 

 Tujuan     

 
Mewujudkan Kualitas 

Pelayanan Publik 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
pelayanan Publik 

88,00 92,32 104,90% 

 Sasaran     

1 Meningkatkan  

Pelayanan Publik oleh 

Kecamatan Rowokele 

 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat  
 

 88,00 92,32 104,90% 

 
 
 
 

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 
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Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian 

indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala 

yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi 

perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut 

juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan 

pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya. 

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan 

capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka 

mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya 

analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan 

Rowokele Kabupaten Kebumen tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang relevan 

bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan 

secara lebih luas dan mendalam. 

Kinerja Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 tercermin 

dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator 

sasaran indeks kepuasan masyarakat.  

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di 

tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai 

tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. 

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 

didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) 

NILAI 
PERSEPSI 

NILAI 
INTERVAL 

NILAI 
INTERVAL 
KONVERSI 

MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
UPP 

1  1,00 – 2,599  25,00 – 64,99  D Tidak baik 

2  2,60 – 3,064  65,00 – 76,60  C Kurang baik 

3  
3,064 – 
3,532  

76,61 – 88,30  B Baik 

4  3,532 – 4,00  88,31 – 100,00  A Sangat baik 

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam 

survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat 

Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 

 
 

No 

Indikator 
sasaran 

Realisasi 
2024 

Tahun 2025 Target 
akhir 
2026 

Tingkat 
Kemajuan Target Realisasi 

% 

Capaian 

1 2 3 4 5 6 (5/4) 7 8 (5/7) 

1.  Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

93,28 88,00 92,32 104.90% 89,00 103,73% 

Sumber : Kecamatan Rowokele, 2025. 

 

Realisasi IKM tahun 2025 (92,32)  lebih rendah apabila dibandingkan realisasi 

IKM tahun 2024 (93,28) dikarenakan pada tahun 2025 layanan internet Kominfo 

Kebumen sering terjadi gangguan, blanko KTP cenderung terbatas dari pada 

permintaan masyarakat, inklusi identifikasi kependudukan digital (IKD) belum optimal 

bagi stakeholdernya, Sarparas layanan PATEN masih terbatas, perlu penambahan 

akun operator di PATEN. 

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rowokele Kabupaten 

Kebumen tahun 2025 sebesar 104,90% atau kategori capaian kinerja Sangat Baik. 

Sedangkan apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil 
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mencapai Tingkat Kemajuan 103,73%.  

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Ayah, 

Kecamatam Buayan dengan IKM Kecamatan Rowokele dari Triwulan I s.d. IV dapat 

digambarkan melalui grafik sebagai berikut: 

 

IKM Triwulanan kecamatan Rowokele jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan 

Kecamatan Ayah, Kecamatan Buayan Tahun 2025 berada di garis tengah namun demikian 

realisasi IKM Kecamatan Rowokele masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori 

kinerja Unit Pelayanan Publik Baik. 

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

       Perbangingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kec.Rowokele dengan IKM kec.Ayah dan IKM     

      Kec.Buayan Tahun 2025 

No Unsur 

Kec. Rowokele 
Kec. Ayah Kec.Buayan 

Kategori  
UPP 

Kategori UPP Kategori UPP 

1 Persyaratan 90,88 90,24 94,39 

2 Prosedur 91,86 90,24 94,48 

3 Waktu Pelayanan 88,64 90,02 93,79 

4 Biaya/Tarif 99,25 99,92 99,19 

5 Produk Layanan 90,29 90,13 94,56 

6 Kompetensi 
Pelaksana 

91,83 90,17 94,64 

7 Perilaku Pelaksana 91,85 90,60 93,91 

8 Sarana dan Prasarana 91,83 90,07 95,21 

9 Penanganan Pengaduan 99,25 97,03 97,44 

 

90,13
90,92

90,47

92,98

94,06
93,32 93,52

96,45

90,85

92,81 92,81
93,31

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

TW I TW II TW III TW IV

Perbandingan IKM Rowokele dengan  IKM Ayah dan IKM 
Buayan

Kec,Ayah Kec,buayan Kec,Rowokele
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Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Rowokele rata-

rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu 

perbaikan adalah unsur  Sarana dan Prasarana. 

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai 

berikut: 

Unsur Sarana dan prasarana rencana tindak lanjut perbaikinya adalah memperbaiki ketika 

ada sarana prasarana yang kurang optimal sehingga dapat menopang kegiatan tersebut. 

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan 

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen 

Tahun 2025 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan 

Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2025. Secara lebih rinci sebagai 

berikut: 

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan 

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung 

Tujuan/Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

% 
Capaian 

Program/ 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

% 
Capaian 

Menunjang/ 
Tidak 

Menunjang 

Tujuan 

            
Mewujudkan 

Kualitas 
Pelayanan Publik 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

104,90% 
        

Sasaran     
        

Meningkatkan  
Pelayanan Publik 
Oleh Kecamatan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

104,90% 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Cakupan 
Pelayanaan 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

100% Menunjang  

   Perencanaan, 
Pengangaran Dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah Yang Di  
susun 

100% Menunjang 
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   Administrasi 
Keuangan  

Jumlah Bulan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

100% Menunjang 

   Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Penyediaan  
Adminstrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

100% Menunjang 

   Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Peerintah Daerah 

Jumlah Unit 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Menunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

100% Menunjang 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Bulan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahaan 
Daerah 

100% Menunjang 

   Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah unit 
pemeliharaan 
Barang milik 
Daerah 
penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100% Menunjang 

   Pemeliharaan 
/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit 
rehabilitasi 
gedung kantor 
dan bangunan 
lainnya 

100% Menunjang 

   PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN 
PUBLIK 

Indeks kepuasan 
Masyarakat 
Terhadap 
Pelayanan Publik 
Kecamatan 

104,90% Menunjang 

   Kegiatan 
pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 
dilimpahkan kepada 
Camat 

Presentase 
terlaksananya 
urusan 
Pemerintahan 
yang 
dilimpahkan 
kepada Camat 

100% Menunjang 

   PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 

Indeks 
kondusivitas 
kecamatan 

100% Menunjang 
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UMUM 

   Kegiatan 
Penyelenggaraan 
urusan 
Pemerintahan 
umum sesuai 
penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah kegiatan 
penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Umum Sesuai 
penugasan 
kepala Daerah 

100% Menunjang 

   PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 

Persentase Deda 
dengan indeks 
desa 
membangun 
katagori Maju 
dan Mandiri 

100% Menunjang 

   Fasilitasi 
Rekomendasi dan 
Koordinasi 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

Jumlah Fasilitasi 
Rekomendasi 
dan Koordinasi 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan 
Desa 

100% Menunjang 

 
 

Rata-rata 100% 
 
 

 
 
Menunjang 
 
 

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan 

Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 4 

(Empat) Program dan 9  (Sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian 

kinerja 100% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada 

Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang 

tercapainya sasaran kinerja. 

3.3.2. Efisiensi Anggaran 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari 

selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi 

anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan 

capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ 

Lembaga. 

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang 

menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 3. .. Efisiensi Anggaran Kecamatan Rowokele Tahun 2025 

Tujuan/Sasaran Target Realisasi 
% 

Capaian 
Anggaran 

(Rp) 
Realisasi (Rp) 

% 
Capaian 

Tingkat 
Efisiensi 

Tujuan               

Mewujudkan 
Kualitas 

Pelayanan 
Publik 

88,00 92,32 104,90% 

        

Sasaran               

Meningkatkan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

    
  88.00 

 
92,32 

 
104,90% 

 
2.459.571.000 

 
2.376.631.348 

 
96,62% 

 
 

Sumber: Kecamatan Rowokele 2025 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Rowokele 

Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 3,37% dari pagu 

anggaran netto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%). 

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen telah 

melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu 

ditindaklanjuti Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan 

anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun 

dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal 

yang telah ditentukan. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

4.1. KESIMPULAN 

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan 

tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan 

tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.  

Capaian kinerja Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dengan indikator 

indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan 

realisasi IKM sebesar 92,32 atau capaian kinerja sebesar 104,90% dengan kategori 

kinerja sangat baik.  

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 

(empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 

kegiatan 96,63% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan 

Rowokele Kabupaten Kebumen. 

Realisasi IKM tahun 2025 (92,32) sedikit lebih rendah apabila dibandingkan 

realisasi IKM tahun 2024 (93,28) dikarenakan pada tahun 2025 layanan internet 

Kominfo Kebumen sering terjadi gangguan, blanko KTP cenderung terbatas dari 

pada permintaan masyarakat, inklusi identifikasi kependudukan digital (IKD) belum 

optimal bagi stakeholdernya, Sarparas layanan PATEN masih terbatas, perlu 

penambahan akun operator di PATEN.  

 

4.2. HAMBATAN ATAU KENDALA 

Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja Kecamatan Rowokele 

ada berapa unsur: 

1. Unsur sarana dan Prasarana  

Kurang optimalnya Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan 

kegiatan dan pengadministrasian data.  

2. Unsur Persyaratan 

Kurangnya Pelatihan dan pengembangan ASN untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan.  

3. Kebijakan Efisiensi anggaran dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan 

4. Kurangnya Motivasi untuk bekerja sama. 
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4.3. SARAN DAN STRATEGI DI MASA MENDATANG 

IKM kecamatan Rowokele rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai 

masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu 

Sarana dan Prasarana, Persyaratan, waktu pelayanan dan prosedur. 

Adapun rencana strategis, tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan 

sebagai berikut: 

1. Unsur Sarana dan prasarana rencana tindak lanjut perbaikinya adalah memperbaiki 

ketika ada sarana prasarana yang kurang optimal sehingga dapat menopang 

kegiatan tersebut. 

2. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik 

pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa up date dilakukan publikasi 

kepada masyarakat/ pengguna layanan 

3. Kebijakan Efisiensi anggaran dapat di atasi dengan mengefisiensi anggaran yang 

kurang efektif. 

4. Motivasi dengan Brifing, meningkatkan komunikasi, membangun kepercayaan, 

mengembangkan tujuan bersama, mengatasi konflik, meningkatkan kalaborasi 

sehingga meningkatkan motivasi dan kerja sama yang diinginkan.  

 

LKjIP Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan 

mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta 

mewujudkan good and clean governance sehingga mampu mendukung 

keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen. 

 

         

  


